BUPAT1 MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

- PERATURAN BUPATI MALLUKU TENGAH
NOMOR T2 TAHUN 2017

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
FEMNDAPATAN DAN BELLANJA DAERAH KABUPATEN MALUKL TENGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 0Ol Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2016, penjabaran
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1
H

pertanggungawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian dari pertanggung@awaban
pelaksanasn anggaran pendapatan dan belanja dacrah ditetapkan dengan Peraturan Bu pali;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurud 2 perlu menetapkan Peraturan Bupati entang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Talhun Anggaran 2016G;



i

Menzingak

Undang-Undang Nomor G0 T:ishun 1958 rentang Penciapan Undang-Undang Darumt Nomer 23 Fahun 1937 teptang
Pembentukan DatrahDaerah Swatantra Tingkat il Dalam Wilayah Daerah Swatantra  Tingkar | Maluku [Lembaran
Negara Republik Indonesia Twhun 1957 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1645},
Undang-Undarg Neomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelengguaraan Negara yang Bersih dan Bebas dai Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (lembaran Negara Repnblik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang MNemor 17 Tahun 2003 rentang Kevangan Negaa [Lenibaran Negara Republik Indonesfa Tahup 2603
Nomord47, Tewmbahan Lembaran Megara Republik indonesia Momar 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahwn 2004 tentang Perbendanaraan Nepara (Lembaran MNegara Republik Indenesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuklk [ndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (enlang Peneriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuanpan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislim Perer:czm;mn Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomeor 104, Tambahan Lembaran NMegaa Republik indonesia Nomor 442t);

Undang-Undang Nomar 33 Tahurn 2004 tentang Permbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan F“gl:mﬂrjntaha_n
Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahnn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Papk Daerah dan Retribusi Duerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Megara Kepublik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 20111 rtearang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera

Republik IndonesgiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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UndangUndang Nomer 23 Tahun 2034 tentang Pemsnntahan Daerah [Leimbacan Negara Repubhk  Indonesia Tabwur
2074 Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indopesia Nomgr 3587 schagaimana telah diubah beberapa
lali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 enmang Pewbahan Kedua atas Undang-Undang
Momor Z3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republit Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:r 5679);

Peraturan Pemeriatah Nomor 109 Tahun 200G tentang Kedudukan Keuvangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahuy 2000 Nomor 2i0), Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Normor
4028}

Peraturan Pemerintah Nemor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kenangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Megara Kepublik Indonesia Nomor 4502);

Feraturan Pemerintal Nomor 53 Tabun 2005 tentang Dama Perimbangan [Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daveab (Lembraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambaban Lembaran Nepara Republik donesia Nomer 4578);

Pe_raturan Pemerntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerspan Standar Pelayanan Minimal
{lembaran Negara Republik Indonegia Talum 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Feraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenmtang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan [aerah { Letnbaran Negara Republik donesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomgor 4593);

Feraturan Femerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenteng Pelaporan Keuangan dan Kinera Instansi Pemerintah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Numor 25, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4614);




Peraturan Pemerir.ah Nomor Momor 21 Tabun 2007 tentang Pecubahan kebga Atas Peratwan Pemicnntah Nomor 29
Tahun 2004 lenwung Sedudukan Protokoer dan Kewangan Prapinann dan Anggota Dewan Pecrwakilan Raliao Daerah
{Lernbaran .Megara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik hdonesia  Memmor

47712},
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19, Peraturan Pemerintabh Nomor 65 Tahun 2010 itcntang Powbahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Jisiern wiformasi Keuangan Daerah {Lemb: iran Negzia Republile ladeonesia Tahun 2010 Normor L1G, Tainbahan

Lembaran Negara Hepublk Indonesia Nomor 5155);

20, Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 wentang Standar Akuntansi Pemerintahan (embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, T:unbahan Lembaran Megara Republik indonesia Nomer 5165},

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 206i1 tentang Piniaman Daerah {Lembaran Megara Repab Ik indonesia Tahun
2011 MNomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3219);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 temtang Hibah Daerah {Lembaran Megara Repubtik Indonesiz Tahun 2012
Mormor 5 Tambahan Lembaran Mepara Republik Indonesia MNomor 5272);

23 Peraturan Pemerintahan Nemer 83 Tahun 2012 wentang Perubaban Atas Peraturan Pemenrintah Nomor § Tahun 200%

tentang Banuan Keuvangan Kepada Parmi Politik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm 2012 Nomor 193,
Tamhah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 535 |

24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik MNegara/Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 200% Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Eepublik indonesia Nomor 3533);

25, Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2007 temtang Tunjangan Jabatan Struktural,

26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nemor 54 Tahun 2010

tentang Penpadaan Barang/Jasa Pemenntah;
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lﬁ 27, Poraturan denlen Dalam Negeni Momor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolasn Keuangan Daetah sebagaimana
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Lekal divbxah bebompa kall terakhic dengan Feraoume Meaien Dalam Negen Nomor 2 Fahun 2010 tentang Perubahan

ol T

cfodud Aalms Porawran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedongan Pengelolaan Keuangan Daemh

i

{Lembiaran Negara Tahun 2011 Nomor 3109;

i 28. Peraturan Menteri Dalorn Megeri Nomor 17 Tahuir 2007 Ltenteng Pedorman Teknis Mengetolaan Barang Milik Daerah;

ﬁ 29. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 37 Tabun 2014 temang Pedoman Pensusunan Anggaran Pendapatan dan
Belana Daerah Tahon 2019;

3. Peraturan Dasrah Nomor 45 Tahun XA Ienléng_ Lirig:arn FTEmErintahan yang merjaci !{ewgna_ngan Kabupaten Maluaku
.'l'f:ngah [Lembaran Daerah Kabupaten Maluke Tengah Tahun 2008 Nomor 45);

3l1. Peraturan Daerah Habupalen Maluka Temzah Nomor .lr'i Tahun 2009 tentang Pokek-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tanun 2009 MNomor &3);

32. Feraturan Dasrah Kabupaten Maluku Tengah Nomor (01 Tabun 2012 tentang Rencana Tara Ruang Wilayah Kabupaten
Maluku Tengah Tahun 201 1-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Makiku Tergah Tahun 2012 Nomor 107);

33. Peraturan Dacrah Rabupaten Maluku Tengah Komor 22 Talun 2013 tentang Rencana Pembanglnan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2007 (Lem baran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor
159);

3. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Angagaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah
: Tahun Anggeran 2016 [Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179);
1 -35. Perawran Daerah Nomor 01 Tahun 20i6 teniang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

i Daerah Kabupalen Maluku Tengah Tahun Angparan 2015 {Lembaran Daerah ‘Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016
1 Nomor 280): '




35 . Peratwran Daerah Momeor 03 Tahun 2016 tewang Perubahan

Anggaran Fendsapatan dan Belanja Daeeah Kabupaten
Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 {Lembaran Daerah Kabupaien Maluky Fengah Tabun 2016 Nonw: 182

MEMUTLSKAN :

Menetapikan @ PRRATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAW.ABAN PELAKSANAAN ANGGARAN FPEND APATAN DAN
BELANJA DAERAN RABUPATEN MALUKU TENCAH TAHUN ANGGARAN 2016,

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari
1. Pendapatan

a Pendapatan Asl Daerah Rp. 120 .254.443.504,22
b, Dana Perimbangan

Rp.1.301654 768.529,00
¢ [Lan - Lain Pendapatan Dacrah yang Sah Bp _ 17T6597.229 (32297

Jumlah Pendapatan Rp. L1598, 506441 (66, 19

4 2 Belanjz
a. Belanja Tidak Langsung
; 1) Belanja Pegawal Rp. 767.772.340570,00
; 2 Belanja Bunga Rp 0,00
! 3 Belamnja Subsidi Rp. 0,00
i 4 DBeianja Hibah - Rp. 74.708953.840,00
¢ : 6
5
1
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5 Bebkwya Booluan Sosial

B Belanja Bagl Hasil

7) Belanga Banluan Kouangan
8y Belanjn Tdax Terduga

b. Belanja Langsung
1} Belanj Pogawai
2} Belanja Barang dan Jasa

3 Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus f{Defisit)

3. Pembiavaan
a. Penerimaan
b.  Pengeluaran
Jumiah Fembiayaan Netio

Sisa Lebih Pzmbiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

3500000000
000
140424.506,321.00
9790.47 8.500,00

FEEE

Rp.  999042279.23100
Rp 28.662005823,00
Rp. 271.770.26434000
Ro. 332 20023 1.350,00

7. 32532501513,_[_1_11
Rpl631674.780.744,00
Rp. 33168339687,81)

Rp. 91004 .931.966,70
Rp. 0,90

Rp. 91004931966, 70
Rp. 57836592 27889




fasmd 2

Kingkasan Laporan Realisasi Anggaran schapaimana dimaksud pada Passl § wercantum dailam Lampiran | Featuran Bupati
wu dan inmepakan bagian yang hdak rerpisahkar.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal | divinci lebih lanjut ke dalam Penjabaman laporan
Realisasi Anggaran.

Pa=al 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran seijagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati
inl dan merupakan bagan yang ftidak terpisahkan.
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Pasals

Peraturan Bu pari i mulai bey

‘aku puda tanggal dinndanghkan
Agar setiap orang

mengetahuinva, memerintankan

pengundangan Peratur an
Dasrah Kabupaten Malyiy Tengah .

Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Repitg

Ditelu plean g Masohi
pada. tanggal, 2T Agustug 2017

ALUKU TENGAH,

.4:——7?11&51

Diundangkan di Masghi
pada tanggal 3 Apustusg
SEKRETARIS DAERA i

TZN Mﬂl__.UKU TENGAH

L

ABUA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG
PENJABARAN PERTANCGUNGJAWABAN PE!I AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Dﬁl"’l BE:AN A DAZRAH KABUPATEN MALUKLD TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

LindLIA

Dalam rangka pelaksanaan kewepnangan Pemeriniah Daerak sebagaimana diletapkan dalhm UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah yang diikut! Peraturan Pemerintah Nomor i@ Tabun 2016 tenang Organisasi Perangkat Daersh  Tabun
Anggaran 2016 serla Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah, tinbul hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/atan
rfiiaxsanakan cleh Permerintah Daerah vang melipurib aspek perencanaan, penggaran dan pertanggungjawaban yang disetlju bemsania

antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Bacrah olch Kepala Dacrah setelah disetujui oleh Gubernur untuk
dilaksanakan sesual perawuran perundang-undangan yang berlaku setama satu tahun anggaran.

Berdasarkan pokok-pokck pikitan yang dijelaskan di atas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Daerah ini terein dan-
1. Pendapatan Daerah
Fendapatan Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumbersumber penerimaan daerah yang dapal dinilai dengan uvang
untuk ruendanal program kegiatan pemeriniah daerah selama sat tahun anggaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerirmaan

uang melalui rekening kas daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perfu dibayar kembali oleh
daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana dijclaskan diatas terdiri dari:




a. Pendapatan Asli Dacrah:
k. Dana Pormbangan;

¢. Law-lain Pendapatan Daeran yang Sal

Belarja Daerah

Berdasadkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, belanja dacrah digurakan untuk pelaksasaan utusan pernenmiahuan konkuen yang

menjadi Kewenangan daeraby yang werdin atas urusan pemerintahan wajib dan vrusan pemerintahan pilihan . Belania daerah tersebur

:
¥
;
'f_

dipriontaskan untuk mendanal urusan pemerintaban wajh terkait pelaranan dasar yang ditetapkan cengan standar pelayanan
minimal serta Derpedoman pada standar relnis dan harga satuan tegional sesuai dengan keteniuan peratuman perundang-undangan.

Belanja dacrah untuk urusan pemerintahan wa)b yang tdak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerntahan pibban
bérpedoman pada anatisis standar bolanja dan standar harga satwan repional
Belanja daerah lerdin dan

A I R -

[ i P

a, Belanja Tidak Langsung;
b. Belanja Langsung;

am b e F TN

3. Pembarraan Daerah

Pembiayaan dasrab merupakan sumber pendanaan untuk memuatupi defisit anggaran dikarenakan anggaran belanja lebig besar dari

pada anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam APBD. Surplus atau sefisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan
daerah dengan anggaran belanja daerah

Pemtwayaan Daerah terdini dam :
a. Penermaan Pembiayaan Daerah;

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
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PASAL [HIMI PASAL

FPasal |
Fasal?
Pasal3
Pasal 4

Fazals

A Cukup Jelas
CCukup Jelas
c Cukup Jelas
CCukup Jelas

: Cukup Jelas




